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PENDAHULUAN 

Peranan dan kedudukan pegawai negen sangat menentukan dalam setiap 

organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu send1ri merupakan tulang punggung 

pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemenntahan maupun dalam 

melaksanakan pembangunan nasional. 

Akan tetapl d1 dalam pelaksanaan penyelenggaraannya yang beraneka ragam 

itu banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah 

manusia dengan berbagal macam tlngkat kecakapan atau keahlian dan juga sifat­

sifatnya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya yang memlllki kekurangan 

dan kelebihan. 

Bahwa pegawai negeri Sipil merupakan aparatur negara untuk 

rnenyelenggarakan pernerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapa1 tu1uan 

nasional telah diketahui sejak lama. Kedudukannya sangat menentukan karena 

berhasil tidaknya tujuan Pemermtah tergantung daripada aparatur negaranya yaitu 

pegawai negeri. 

Dalam zaman modern lni, kemajuan tehnologl telah dapat menggantikan 

sebahagian besar tugas -tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelltian dan resiko yang 

bnggi telah diserahkan pada robot-robot Demikian pula untuk mengejar produksi 

rnaks1mum. Tanpa mengenat waktu, fungsi mesm-mes1n pekel')a ml tefah 

menggantikan tenaga manuSia. Meskipun dem1klan faktor manusia tetap merupakan 

faktor penentu dan pengambll keputusan akhir. Sesua1 dengan apa yang dikatakan 
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Antin Abdulrachman bahwa : 

" Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manus1alah yang menduduki tempat 

yang vital. Tehnik permesinan dapat d1tingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia 

yang menjalankan mesin - mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besl tua dan 

mati ". 1 

5ehingga tanpa manusia tu)Uan akan tetap tlnggal tu1uan belaka, bahkan 

dapat dipastikan bahwa organisasi mi send1npun tidak mungkin ada. 

Untuk kelancaran jalannya organisas1 dalam usaha mencapa1 tuiuan 

d1perlukan adanya pengaturan permasalahan kepegawa1an sebaga1mana yang 

d1tentukan di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Keberadaan 

perundang - undangan tersebut pada dasamya merupakan suatu tindakan 

pengawasan terhadap kepegawaian 1tu sendui terutama d1 dalam menerapkan 

tatanan kerja sehingga memberikan efek samping berupa pendayagunaan _Pegawai 

negeri secara maks1mal. Pnnsip sepert1 1ni akan dapat dijalankan jika tenaga 

pelaksananya terdiri dari pegawai-pegawa1 yang mem1hki keahlian, kecakapan dan 

kemampuan kel')a yang tinggl dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan 

tanggung-jawab terhadap tugas yang diberlkan. 

A. Penegasan dan Pengertian Judul 

Judul adalah sangat sentral sekall dalam keberadaannya d1 sebuah karya 

1 Arifin Abdulrachman, PefSOil/an Manusla DB/am Manajemen, Majatah 
Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hat. 23. 
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